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ABSTRACT

Collecting incoming tax with system self assessrgtit now a
days, is not yet reenning well as we hope. Factiist make
something can not yet be filled wether it has baeand in the law
members 7 in the year 1984 as the third changéé&yaw number 17
in year 2000 (Article 2 chapter (1) the lettter atite third change
needs to change, to be perfect and the skill cé@xore officer as a
holder of the service of tax payer.

Next it still needs to be made to be perfect adstiatitveley, the
taration is a part of law of administration that ibeen needed to step
bravely for applying by approval of governmentddesn’'t mather
about the regulation of President.
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PENDAHUL UAN

Manusia bersosialisasi di lingkungannya tidak batedlakukan perbuatan
semaunya sendiri dan/ atau menonjolkan kepentirsgandiri, melainkan harus
menjunjung tinggi nilai kepentingan bersama, agarmonisasi hidup dapat
terealisasi berdasarkan norma-norma dalam kehiditypan

UUD 1945 sebagai grundnorm mengatur selanjutnyalmedturan-aturan di
dalamnya dibuat agar warga masyarakat dapat higjaptera untuk mencapai cita-
cita, membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk biayai berbagai keperluan
pembangunan dalam arti luas.

Dari mana memperoleh dana untuk keperluannya itk& Kita melihat
APBN, pemasukan yang diterima negara diperoleh @afdua) sumber yaitu
penerimaan dari dalam negeri dan bantuan luar negenerimaan dari dalam
negeri diperoleh dari penerimaan minyak dan gasefimaan pajak dan bukan
pajak, sedangkan untuk bantuan dari luar negeriaadbantuan program dan
bantuan proyek.

Penerimaan pajak merupakan pemasukan dana yamy gadtensial bagi
negara, karena besarnya pajak seiring dengan lejturpbuhan penduduk,
perekonomian dan stabilitas politik.

Pasal 23A UUD 1945 perubahan ketiga menyatakanakPdan pungutan
lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negatarddengan undang-undang”.

Pungutan pajak mengurangi penghasilan /kekayaavidodetapi sebaliknya
merupakan penghasilan masyarakat yang kemudiammbédé&an lagi kepada
masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rwim gengeluaran-pengeluaran
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pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada #elunasyarakat yang
bermanfaat bagi rakyat.

Pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan dan peagaseita peran aktif
negara dan anggota masyarakat lainnya untuk meamibiagrbagai keperluan
lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negaraga Pembangunan Nasional
yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-undangeéeaturan-peraturan untuk
kesejahteraan bangsa dan negara (Mardiasmo, 1988 :

Sebelum Undang-undang perpajakan disusun, dalansegmga selalu
memperhatikan masalah teori dan asas yang sifaensal dan unik, khususnya
yang berkaitan dengan masalah keadilan pemungwafingak seperti retribusi
yaitu suatu bentuk di mana pembayaran yang dilakukeh perorangan dapat
langsung menerima prestasi balik, pemungutan pdgékm pelaksanaannya tidak
memberikan prestasi balik (kontraprestasi) langswwedpingga dibutuhkan suatu
tinjauan khusus untuk memberikan argumen kepadgarasat tentang kenapa
negara memiliki wewenang dan atau keadilan dalamupgutan pajak dan kenapa
masyarakat wajib membayar pajak.

Dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagjapembangunan
nasional dan globalisasi serta reformasi diberbbigiaing dan setelah mengevaluasi
perkembangan pelaksanaan undang-undang perpajatamas ini, khususnya
Undang-undang nomor 7 tahun 1983 sebagaimana thldadah terakhir, oleh
Undang-undang nomor 10 tahun 1994 dipandang petukudilakukan beberapa
perubahan substansi untuk peningkatan fungsi daangenya dalam rangka
mendukung kebijakan pembangunan nasional khusutmydang ekonomi.

Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan dimaietad berpegang
pada prinsip perpajakan yang dianut secara univgesa keadilan, kemudahan/
efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaaregara dan tetap
mempertahankan sisteself assessmererbaikan terutama dimaksud pada sistem
dan tata cara pembayaran pajak dalam tahun bergdgan tidak menganggu
likuiditas wajib pajak dalam menjalankan usaha.hkarena itu, arah dan tujuan
penyempurnaan Undang-undang Pajak Penghasilan ddlala 1) lebih
meningkatkan keadilan pengenaan pajak, 2) lebih bbeeikan kemudahan kepada
Wajib pajak, 3) menunjang kebijakan pemerintah mal@angka meningkatkan
investasi langsung di Indonesia baik penanaman hasilag maupun penanaman
modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertelatu daerah-daerah tertentu
yang mendapat prioritas.

Dalam sistenself assessmeuwtiberlakukan untuk memberikan kepercayaan
dan kebebasan yang sebesar-besarnya bagi masyagakat meningkatkan
kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mewmefoajaknya. Konsekuensi
dijalankan sistem ini adalah bahwa masyarakat haeunsr-benar mengetahui tata
cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yangikhergan dengan pelunasan
pajaknya, seperti kapan harus membayar pajak, iagai menghitung besar pajak,
kepada siapa pajak dibayarkan, apa yang terjagigiddah perhitungan, apa yang
terjadi jika lupa, dan sanksi apa yang diterima jikelanggar ketetapan-ketetapan
perpajakan.
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Sistem pemungutan Pajak Penghasilan berdasarkemsslf assessment
dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). ®3ekda sistem ini SPT
berfungsi sebagai sarana melaporkan pajak dan mEmggungjawabkan
perhitungan jumlah pajak yang terhutang dan lapotentang pemenuhan
pembayaran pajak yang telah dilakukan sendiri dadato tahun pajak. Setiap
wajib pajak wajib mengambil sendiri SPT, mengisi,enghitung dan
memperhitungkan sendiri SPT. Mengisi, menghitung ehemperhitungkan sendiri
pajak yang terutang untuk satu masa pajak dan mgaigan SPT tersebut ke
Ditjen Pajak (Barata dan Ardian, 1989 : 121).

Pungutan pajak dengan sisteelf assesmerihi menimbulkan problematik
dan faktor-faktor penghambat dalam sistem ini.

PERMASALAHAN
Dari hal-hal tersebut di atas maka yang akan didbatalah sebagai berikut :
1. Apakah penerapan sisteself assessmererhadap wajib pajak badan dalam
pajak Penghasilan dapat berjalan dengan baik?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambknd penerapan sistem
self assessmehnt

PEMBAHASAN

Sebelum membahas lebih lanjut di sini akan perkampaikan tentang
beberapa pengertian pajak. Pajak adalah peneriperagrintah dari pembebanan
pada pendapatan seseorang atau perusahaan, pengeldekayaan dan
keuntungan, modal serta pada hak milik tak bergddak ada pendapat mengenai
pengertian pajak jika ditinjau dari segi hukum atigberikatan yang timbul karena
undang-undang yang diwajibkan seseorang yang médmesyarat-syarat yang
ditentukan oleh undang-undang untuk membayar sajundlang kepada (kas)
negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan suobélan yang secara
langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk mayabi pengeluaran-
pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan gmumakan sebagai alat
(pendorong dan penghambat) untuk mencapai tujuatuati bidang keuangan
(Soemitro, 1987: 12-13).

Pajak pada dasarnya merupakan salah satu sumipeat utstuk membiayai
pengeluaran negara, oleh karena itu salah satsifpagak adalah sebagai fungsi
budgeter yaitu fungsi yang letaknya di sektor guldan pajak-pajak di sini
merupakan suatu alat (suatu sumber) untuk memasukday sebanyak-banyaknya
di dalam kas negara yang pada waktunya akan dignnakituk membiayai
pengeluaran negara (Brotodiharjo, 1984 : 185).

Sejak tahun 1983 kita telah melakukan reformasipgjakan di mana
sebelumnya menganubfficial self assessment systemaitu suatu sistem
pemungutan yang memberi wewenang kepada pemeriftishug untuk
menentukan besarnya pajak yang diterima oleh vgajiak menjadself assessment
systemyaitu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepagib pajak
untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang teguta
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Fungsi pemerintah (aparat perpajakan) lebih banpakaksanakan tugas
pembinaan, bimbingan, pelayanan dan pengawasaner&ddan pajak dalam
pengertian di atas seakan-akan hanya merupakaneslbangan negara yang
digunakan untulpublic investmentseperti yang sudah diuraikan di atas fungsi
pajak untuk mengendalikan kebijaksanaan negarankasecara otomatis kalau
pembangunan dibiayai dari pajak, masyarakat yangbagar pajak punya peran
untuk turut serta dalam melakukan kontrol dalanbagai kebijaksanaan negara
melalui wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Raky#tedua fungsi di atas lebih
umum dikenal dengan sebutan fundmidgetir dan fungsiregulerend Fungsi
budgetir/ financial yaitu memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kasapega
dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeiuzggara, sedangkan fungsi
regulerend fungsi mengatur yaitu pajak digunakan untuk mamganasyarakat
baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik dangajuan tertentu (Soemarso,
1994 : 2).

Secara garis besar subjek pajak adalah pihak-fitvaing maupun badan)
yang akan dikenalkan pajak, sedangkan objek adsdghla sesuatu yang akan
dikenakan pajak. Wajib Pajak adalah subjek pajaigyielah memenuhi syarat-
syarat objektif sehingga kepadanya diwajibkan pdpgngan kata lain setiap wajib
pajak adalah subjek pajak.

Pajak penghasilan dalam kategori sebagai pajakelstifjartinya pajak
dikenakan karena ada subjeknya yakni yang telahenemm kriteria yang telah
ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Sehingdapget ketegasan bahwa apabila
tidak ada subjek pajaknya, maka jelas tidak dajgandkan PPh.

Secara umum pengertian subjek pajak adalah siapg gikenakan pajak.
Secara praktik termasuk dalam pengerian subjekk pagiputi pribadi, warisan
yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badametduk usaha tetap.

Pengertian penghasilan menurut Undang-undang Regaghasilan adalah
setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima difgeroleh Wajib Pajak,
baik yang berasal dari Indonesia maupun di luapriedia yang dapat dipakai untuk
konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pa&a§ persangkutan, dengan
nama dan dalam bentuk apapun (Pasal 4 UU No. ht8983). Dengan pengertian
penghasilan yang sangat luas tersebut, maka segalamtu yang diterima atau
diperoleh wajib pajak, baik berupa uang, beruparfmmatau berupa nikmat pada
prinsipnya merupakan penghasilan yang kena pajaéni#ro, 1985 : 63).

Berdasarkan sejarah sistem pemungutan pajak yamlpaligunakan di
Indonesia adalah :

« Sistemofficial assessmentlilaksanakan sampai pada tahun 1967.

» Sistem semi self assessment aathholding dilaksanakan pada periode 1968-
1983.

« Sistemself assessmendjlaksanakan secara efektif pada tahun 1984 atsard
perombakan perundang-undangan perpajakan pada1883nUU No. 7 tahun
1989, sebagaimana diubah oleh UU No. 10 tahun 1994.
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Penerapan Semi Self Assessment System dan Withholding System

Semi self assessmertdalah suatu sistem pemungutan pajak di mana
wewenang untuk menentukan besarnya pajak yangteyutieh seseorang berada
pada kedua belah pihak, yaitu wajib dan fiskus. &hékme pelaksanaan dalam
sistem ini berdasarkan suatu anggapan bahwa Wajjak Fpada awal tahun
menaksir sendiri besarnya utang pajak yang haheydikan dan pada akhir tahun
pajak besarnya terutang yang sesungguhnya ditetaypé&h fiskus.

Di Indonesia sistem senself assessmetmliterapkan bersama-sama dengan
sistem withholding yang pada waktu itu dikenal dengan sebutan tata c
Membayar Pajak Sendiri (MPS) dan Membayar Pajak@Ltain (MPO).

Withholdingadalah suatu sistem pemungutan pajak di mana wexyemduk
menentukan besarnya pajak yang terutama oleh segeberada pada pihak ketiga
dan bukan oleh fiskus maupun oleh Wajib Pajak @ndgi. Pada masa tersebut
besarnya angsuran pajak ditentukan oleh Wajib Pagaky bersangkutan dan oleh
pihak ketiga berdasarkan suatu anggapan, sedanghsarnya pajak terutang
sesungguhnya akan ditetapkan kemudian oleh fiskudigseno, 1999 : 25).

Penerapan ini pada hakikatnya sudah jauh lebih baikpada sistem
pemungutan yang sebelumnya, namun di sana-sinhrdasimukan penyelewenang-
an oleh oknum pajak, seperti misalnya pembayargak pgtas dasar kompromi
dengan pengertian “tahu sama tahu” di mana fislering menawarkan jasa
penghitungan dengan pembayaran pajak asal pihakdrbantu tahu sama tahu.

Yang dimaksud dengan tata cara MPS dan MPO adakaighitung Pajak
Sendiri dan Menghitung Pajak Orang. Seperti dilglasdi atas, perhitungan pajak
dapat dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri daehopihak ketiga berdasarkan
suatu anggapan atau perkiraan mengenai besarmgpdgk yang terutang.

Dalam tata cara MPS, masyarakat harus menghitumglirsebesarnya
pendapatan, kekayaan dan labanya, berikut pajak yemus dibayarkan dan
disetorkan ke kas negara tanpa campur tangan ap@gbk. Sementara kegiatan
aparatur pajak terbatas pada pemberian penerapgafelasan, penelitian dan
pemeriksaan, perhitungan dan penyetoran pajak kepéaiib Pajak pada akhir
tahun takwim.

Sehubungan dengan perhitungan dengan sistem MP&adi dan demi
terlaksananya pembayaran pajak yang tepat waktkatadisi yang memungkinkan
bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannyakamdirasa perlu sistem
MPO untuk melengkapi pelaksanaan tata cara MP% daa MPO adalah suatu
tata cara untuk menghitung pajak orang lain bendalaksanaan pemotongan dan
penyetoran pajak ke kas negara dengan menunjukapeien atau badan-badan
oleh Kantor Inspeksi Pajak (KIP) yang berwenang.

Penerapan Self Assesment System

Sistem pembayaran pajak yang berlaku saat ini dhsin oleh sistem
pemungutan di mana Wajib Pajak boleh menghitung detaporkan sendiri
besarnya pajak yang harus disetorkan. Sistem kéndi dengan sebutaself
assesment system
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Jadi penekanannya adalah Wajib Pajak harus aktihgmiing dan
melaporkan jumlah pajak terutangnya tanpa campgatafiskus.

Sistem ini diberlakukan untuk memberikan kepercaygang sebesar-
besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesaddam peran serta
masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Sebelunrlaki&annya sistem ini
seperti sudah diuraikan di atas di Indonesia dilkelan sistenofficial assessment
system dan selanjutnya sistem ses@if assessmenfan sistenmwithholding yang
dikenal dengan sistem MPS dan MPO. Dengan menyad@mahan-kelemahan
yang ditimbulkan oleh kedua sistem tersebut, maka $ekarang menggunakan
sistemself assessment

Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dengan menggurmkiem self
assessment merupakan rangkaian kegiatan mulaipgadaftaran Wajib Pajak,
pengambilan dan pengisian SPT, perhitungan dan ggamdin ke Kas Negara, dan
untuk menyukseskan sisteself assessmeimi dibutuhkan beberapa prsyarat dari
wajib pajak, antara lain :

a. Kesadaran Wajib Pajgax consciousness)

b. Kejujuran Wajib Pajak

c. Kemauan membayar Pajak dari Wajib PgjB&x mindedness)
d. Kedisiplinan Wajib PajakTax disciplin)

Penerapan Self Assessment System untuk Pajak Penghasilan Bada

Yang termasuk wajib pajak badan adalah semua wajiék badan dengan
nama bentuk apapun, termasuk badan koperasi ydam deal ini dibedakan atas
badan yang dalam usahanya mengadakan pembukuametaygunakan norma
perhitungan.

Dalam sistem self assessmentwajib pajak harus menghitung,
memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendirajggan perpajakannya ke
Kantor Pelayanan Pajak atau kantor penyuluhan P#&eknbayaran dilakukan
dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dawnk uvelaporan
menggunakan Surat pemberitahuan (SPT). Surat 8eRagk adalah surat yang
oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pemhkayatau penyetoran pajak
yang terutang ke Kas Negara atau ke kas negarduimigator pos dan atau Bank
Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daeratu aempat pembayaran lain
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Surat SetBeak ini digunakan sebagai
saran untuk membayar pajak dan merupakan bukti @gsndn pajak. Mengingat
batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Permhasialah 3 (tiga) bulan
setelah tahun pajak terakhir, maka besarnya anggqajak harus dibayar sendiri
oleh Wajib Pajak sebelum batas waktu penyampaiaat ®&mberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan. Berdasarkan ketentuan ini, iysagrajak untuk bulan-bulan
sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitalil@munan Pajak
Penghasilan tersebut adalah sama dengan angsya&nupguk bulan terakhir dari
pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang, leetapi tidak boleh lebih kecil
dari rata-rata angsuran bulanan tahun pajak ydagAaabila pajak yang terutang
menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Peragmasihg disampaikan lebih
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kecil dari pada pajak yang telah dibayar, dipotdag dipungut selama tahun pajak
yang bersangkutan, dan oleh karena wajib pajak ajekgn pengembalian
kelebihan pembayaran pajak atau permohonan untukpemitungkan dengan
uang pajak lainm, sebelum Direktur Jenderal Pajadmberikan keputusan
mengenai pembelian atau perhitungan kelebihan pajakbut, besarnya angsuran
bulanan adalah sama dengan angsuran pajak buddhitetdari tahunan pajak yang
lalu, tetapi tidak boleh lebih kecil dari rata-ratagsuran bulanan tahun pajak yang
lalu. Pembayaran kekurangan Pajak (PPh pasal 28) tampo pada tanggal 25
bulan ketiga setelah berikutnya tahun pajak. Jkeaun pajak menggunakan tahun
takwim (tahun kalender) maka jatuh temponya adatadggal 25 Maret tahun
berikutnya, dan apabila tanggal jatuh tempo pemiaayaertepatan dengan hari
libur maka, pembayaran dilakukan pada hari kerjikbiya.

Hal lain yang mungkin terjadi dalam pembayaran lpaédalah terjadinya
selisih antara jumlah pajak yang sebenarnya tegutimgan jumlah kredit pajak.
Jika jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlalpgajang terutang maka terjadilah
selisih lebih.

Atas keadaan ini, Wajib Pajak berhak meminta kembalebihan
pembayaran pajak dengan catatan Wajib Pajak tidakpunyai utang pajak,
karena pengembalian pajak hanya dapat terjadikgtabihan pembayaran pajak
sudah dikurangi terlebih dahulu dengan seluruhgupajaknya.

Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 6 Tahun 1983, setigjb wajak wajib
mendaftarkan dirinya pada Ditjen Pajak dan kepaalatipperikan Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP). NPWP di samping sebagai perigeira wajib pajak
merupakan alat untuk menjaga ketertiban dalam pganba dan dalam
pengawasan administrasi perpajakan.

Prosedur pendaftaran wajib pajak dilakukan dengasngmi formulir
pendaftaran yang meliputi, alamat tempat kedudukiamat usaha, jenis usaha dan
akta pendirian. Selanjutnya sebagai sarana utan@diperlukan oleh Wajib Pajak
untuk menghitung, membayar, melaporkan serta mearmgungjawabkan jumlah
pajak yang terutang adalah dengan mengisi fornt peraberitahuan (SPT).

Jika wajib pajak pindah alamat dan tempat usah&ardangan mengajukan
permohonan kepada kepala KPP yang lama akan NPW& dipindahkan kepada
KPP yang baru. Sedangkan hapus bila wajib pajai tdlbubarkan secara resmi
berdasarkan peraturan yang berlaku.

1. Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajék miigunakan untuk
melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, @ajek dan bukan objek
pajak dan atau bukan objek pajak atau harta damajism, menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

Jenis Surat Pemberitahuan dapat dibedakan men(dde? yaitu :

a. Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitaintak suatu Masa
Pajak.

b. SuratPemberitahuan Tahunan adalah surat-surat piéshib@an untuk suatu
Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak.
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Fungsi SPT Tahunan PPh adalah sebagai sarana pajpk untuk
menetapkan sendiri besarnya pajak yang terutargpdealan.
* Melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungatah pajak yang
sebenarnya terutang.
* Melaporkan pembayaran pajak yang telah dilaksanakadliri dan/ atau
oleh pihak lain dalam suatu tahun pajak/ bagiaartgtajak.
* Melaporkan pembayaran pajak orang pribadi atau rbdaia yang telah
dipotong/ dipungut dalam masa pajak.
Pasal 3 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 menentodawa setiap
wajib pajak wajib mengisi SPT, menandatangani danyampaikannya ke
Ditjen Pajak dalam wilayah wajib pajak bertempaggjal dan berkedudukan.
Selanjutnya dalam pasal 3 ayat (2) ditentukan baBR@& harus diambil
oleh wajib pajak sendiri oleh wajib pajak di temganhg telah ditentukan oleh
Ditjen Pajak.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengisi SPPh Rdalah sebagai
berikut :
¢ SPT harus diisi dengan benar, lengkap dan jelda barus ditandatangani
sendiri oleh wajib pajak atau oleh kuasanya. SRIgyalak ditandatangani
sebagaimana mestinya dianggap tidak sah.

¢ SPT yang telah diisi dan ditandatangani harus sedigembalikan ke KKP
paling lambat tanggal 31 Maret tahun yang bersaagkyika tanggal 31
Maret tahun yang bersangkutan jatuh pada hari Minggaka disarankan
agar kekurangan PPh menurut SPT dilunasi selamdbatmggal 30 Maret
tahun yang bersangkutan.

¢ Untuk menghindari hal-hal yang kurang menyenangldisarankan agar
dalam menyampaikan SPT tersebut wajib pajak tidekunda-nunda sampai
“detik” terakhir batas waktu, yaitu tanggal 31 Maréahun yang
bersangkutan.

¢+ Wajib pajak yang melalaikan kewajiban mengisi/ nembalikan SPT PPh
dapat dikenai sanksi administrasi (bunga, denda) sdnksi pidana.

¢ Formulir SPT dapat difoto copy untuk keperluan psmkan SPT.

Setiap wajib pajak pada dasarnya harus mengamigdirs&PT di Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Regdenpa). Namun dalam
rangka pelayanan, untuk SPT Tahunan masih dikiepakla Wajib Pajak.

WP berhak untuk mengajukan permohonan perpanjangaitu
penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan, apedjila pajak tidak dapat
menyelesaikan/ menyiapkan laporan keuangan tahustan benar-benar
mengalami kesulitan sehingga sulit untuk memenaktaswaktu penyelesaian.
Dalam mengajukan permohonan perlu diperhatikanragbéenal, antara lain :

a. Permohonan tersebut harus diajukan secara tegabglum batas waktu
penyampaian SPT tahun terakhir.

b. Melunasi kekurangan penyetoran pajak serta santhsiingstrasi berupa
bunga.

c. Memberikan pernyataan tertulis tentang besarnyakpgang harus dibayar
berdasarkan penghitungan sementara.
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SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tiéskia batas waktu
yang ditentukan dikenakan snaksi administrasi keedgmda :
a. Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk SPTssla
b. Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT mahu

Wajib pajak dpaat membetulkan SPT tahunan atas wkamaendiri
dengan cara menyampaikan pernyataan secara tefaldis jangka waktu dua
tahun sejak terutangnya pajak atau berakhirnya NPagak, Bagian Tahunan
Pajak, atau Tahun Pajak dan apabila belum dilaktikdakan pemeriksaan.

Atas kurang bayar akibat pembetulan, dilunasi dergenga 2 persen per
bulan. Jika telah lewat 2 (dua) tahun DJP belumarm®@tkan SKP, Wajib Pajak
diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ketidahen tetapi terbatas
pada: bila pajak yang masih harus dibayar menglahlbesar, rugi menjadi
kecil, jumlah harta menjadi lebih besar dan jumtaidal menjadi lebih besar.

Untuk hal yang demikian wajib pajak tetap dikenakanksi 50 persen
dari pajak yang kurang dibayar sudah harus disda@mpasebelum laporan
disampaikan, yang penagihannya melalui SKPKB.

2. Bukti-bukti Dokumen Per pajakan
Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan berdasarkan ndrdiadang
Perpajakan Nasional yang baru dan tiap formulir aBuPemberitahuan
dilengkapi dengan petunjuk pengisian sehingga memymah Wajib Pajak,
yang wajib mengisi Surat Pemberitahuan Tahunarahdamotong pajak. Dan
sebagai kelengkapan bukti dokumen perpajakan Hhditaspiri Neraca Laba
Rugi, Laporan Keuangan dan bukti-bukti lainnya.

3. Tatacara Pembayaran Pajak
Pembayaran pajak dilakukan paling lambat tanggduhjatempo

pembayaran. Tanggal jatuh tempo dibedakan antga# pang terhutang pada
suatu tahun pajak untuk pajak yang terhutang paata snasa dibayar selambat-
lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
Untuk pajak terhutang pada suatu tahun pajak hdibayarkan selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan setelah hutang pajak iérakadi pajak terhutang
harus dibayar paling lambat tanggal 31 Maret tdfemkutnya.

Apabila pada tanggal 31 Maret jatuh pada hari Minggau hari libur
nasional, maka waktu pembayaran dimajukan padagthrgf) Maret. Berkaitan
dengan pembayaran pajak ini, dimungkinkan adanggajean surat keberatan atas
hutang yang harus dibayar. Pengajuan surat kebetetsebut ditujukan kepada
Ditjen Pajak dengan disertai alasan-alasan kelergta

Hambatan Dalam Sistem Self Assessment

Diterapkannya sisterself assessmeni tentu akan menimbulkan kesulitan
dalam pemungutan pajak. Hal ini dikarenakan sistérbelum pernah diterapkan
sebelumnya dan merupakan hal yang baru baik bgdp paiak maupun pemungut
pajak. Sehingga kesulitan-kesulitan yang dialanehopemungut pajak maupun
wajib pajak merupakan hambatan dalam pemungutak pgngan sistem ini.
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Hambatan dari Pemungut Pajak

Ada tiga hal pokok yang karena kurangnya petuggakpanenyebabkan
timbulnya hambatan ini, yaitu dalam kaitannya dengangiriman SPT, dalam hal
memeriksa SPT dan dalam menyuluh wajib pajak.

Pengiriman SPT Tahunan oleh KPP membawa konsektemsidap kerja
para petugas pajak, karena SPT ini baru dikirimh &P setelah tahun pajak
berakhir. Sehingga agar SPT ini dapat diterima olefib pajak sebelum jatuh
tempo, maka pengiriman harus dilakukan sedini mimgk

Sedangkan yang harus dikirimi SPT Tahunan dalamrelwajib pajak
seluruh wajib pajak yang telah mempunyai NPWP, lvegib pajak perorangan
maupun badan. Hambatan berikutnya timbul berkaitamgan pemeriksaan dan
penelitian SPT yang telah diisi oleh wajib pajaledipun wajib pajak telah diberi
kepercayaan mengisi SPT, tetapi petugas pajak netaperiksa SPT tersebut.

Hambatan selanjutnya adalah terbatasnya tenagaulpbnyang ada pada
Kantor Penyuluhan Pajak, karena kurangnya tenagayupéh ini juga
mengakibatkan kurangnya informasi yang diterimdn elgjib pajak dan akibatnya
dalam mengisi SPT banyak mengalami kesalahan-kesala

Hambatan dari Wajib Pajak

Hambatan yang pokok adalah kurangnya informasi yhtegyma oleh wajib
pajak. Hal informasi yang lengkap dan jelas tantgegpajakan khususnya
mengenai pelaksanaan pemungutan pajak sangatutigerbleh wajib pajak. Bagi
wajib pajak mengalami kesulitan untuk mengisi SP&skipun telah ada buku
petunjuk pengisian.

Upaya M enanggulangi Hambatan

Upaya pertama adalah usaha menanggulangi hambaddn glengan
diadakannya pemecahan wilayah kerja Kantor PelayBagk. Dan dengan adanya
pemecahan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak akan mengakibatkan
kurangnya beban kerja bagi petugas pajak, sehkegditan mengenai pengiriman
SPT maupun pemeriksana SPT menjadi berkurang. Meatatdantor Pelayanan
Pajak pada tiap-tiap daerah kabupaten/ kota di rpangebaran informasi selain
kerja sama kepada instansi yang terkait langsunmmdee masyarakat terutama
kepada wajib pajak.

PENUTUP
Dari uraian tersebut di atas maka dapat disimpusidbagai berikut :

1. Dalam penerapan sistegelf assessmenérhadap wajib pajak badan kurang
dapat berjalan dengan baik, bukan kesalahan Wapitpada sistemnya dan
aparat pelaksanaannya.

2. Dalam pemungutan pajak penghasilan dengan mengaunaistem self
assessmentternyata banyak, mengalami hambatan-hambatan, lokik
pemungut pajak maupun wajib pajak, sehingga pentymgjak dengan sistem
self assessmehtlum bisa berjalan dengan maksimal.
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Adapun faktor-faktor penghambat pengantar pajakgaensistem self
assessment antara lain kurangnya aparat KantolydPela Pajak, dan kurang
sempurnanya administrasi perpajakan dengan sistefh assessmentserta
informasi yang harus diterima oleh wajib pajak yaaggat minim.

Saran

1. Dalam usaha mempercepat penyebaran informasi keypgdapajak, kerjasama
dengan isntansi lain juga lebih ditingkatkan.

2. Agar wajib daftar atau ekstensifikasi harus dilakulsecara sungguh-sungguh
dan secaraationwidedengan mengikutsertakan semua instansi dan oeganis
masyarakat.
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